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RINGKASAN

FIDELA AULIA (2024) Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat dengan
PT. Barito Putera Plantation. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing: Dr.
Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

PT Barito Putera Plantation, terbuka untuk bekerjasama dengan pihak lainnya,
antara lain dalam pemanfaatan limbah dari hasil produksi kelapa sawit baik
menjadi energi terbarukan maupun kegunaan lain yang besar manfaatnya di
masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Hasnur Group melalui usaha
perkebunan kelapa sawit juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat secara
berkelanjutan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar
usaha. PT Barito Putera Plantation berkomitmen untuk membangun masa depan
dan berkembang bersama masyarakat.

Namun dalam pengembangan usaha perkebunan sawit ini menimbulkan sengketa
lahan antara pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat
setempat. Masyarakat mengklaim bahwa itu merupakan lahan mereka, sementara
itu perusahaan memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dalam penggunaan lahan
tersebut. Berdasarkan latar belakang uraian di atas menurut peneliti, adanya
sengketa yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat menyebabkan konflik
yang harus diselesaikan agar tidak ada lagi warga yang dapat mengganggu
perusahaan atau warga yang merasa dirugikan dengan adanya perusahaan ini
didirikan di daerah sekitaran wilayah warga

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai
dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-
peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.

Mendapatkan bahan hukum itu dengan penelitian kepustakaan.Berdasarkan judul
penelitian ini pendekatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
sedang berlaku pada suatu Negara dan cara pendekatan hukum terutama yang
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan peraturan perundang-
undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah
semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan
isu hukum yang ditangani

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum pada hakikatnya
adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis dan
kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan langkah berpikir secara teratur dan
sistematis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian bahwa PT Barito Putera Plantation memperoleh tanah dengan
status Hak Guna Usaha (HGU) melalui proses pembebasan tanah yang dijadikan
Plasma Sawit Khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2011.
Proses penyelesaian sengketa antara perusahaan dan masyarakat dilakukan
melalui mediasi di Kantor SITE PT Barito Putera Plantation, dengan melibatkan
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Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) dan keamanan dari Kepolisian
dan TNI. Meskipun masyarakat meminta pembayaran ganti rugi lahan,
perusahaan menyatakan telah membayar tali asih kepada mereka sebelumnya, dan
menegaskan kewajiban pembayaran telah terpenuhi. Masyarakat diberikan opsi
untuk mengajukan Gugatan Perdata di PTUN jika mereka tidak setuju dengan
keputusan perusahaan, namun akhirnya memilih mundur karena kurangnya dasar
yang kuat.
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ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah : Untuk mengetahui prosedur perusahaan
mendapatkan tanah dengan status Hak Guna Usaha dan Untuk mengetahui proses
penyelesaian sengketa antara PT Barito Putera Plantation dengan masyarakat
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap
peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan
yang ditelitiPendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) adalah
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
Hasil dari penelitian bahwa Prosedur Mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) PT
Barito Putera Plantation mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah
dengan statu Hak Guna Usaha (HGU). Proses ini melibatkan pembebasan tanah
yang akan dijadikan kawasan ekonomi dan tanah warga. Perusahaan mengajukan
surat permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha kepada Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Izin pelepasan Hak Guna Usaha No. 18
Marabahan kemudian diberikan atas nama PT Barito Putera Plantation. Setelah
itu, perusahaan mengajukan permohonan Hak Pengelolaan pada 25 November
2018, dan Kepala BPN RI mengeluarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional
Rl No. 20/HGU/BPN RI/2018 pada 23 Juni 2019, yang memberikan Hak
Pengelolaan kepada PT Barito Putera Plantation. Lokasi perusahaan meliputi 1
kelurahan dan 10 desa di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Marabahan, Bakumpai,
Tabukan, dan Kuripan. Dan Proses Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian
sengketa dengan masyarakat, PT Barito Putera Plantation melakukan mediasi.
Mediasi ini dilakukan di kantor SITE perusahaan, dengan melibatkan
Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) serta pengamanan dari
Kepolisian dan TNI. Mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang
dilaporkan masyarakat langsung kepada perusahaan. Jika sengketa tidak
dilaporkan, maka pihak yang bersengketa harus menyelesaikannya sendiri atau
melalui jalur pengadilan. Saat mediasi, masyarakat meminta ganti rugi lahan,
namun perusahaan menyatakan bahwa telah dilakukan pembayaran tali asih,
sehingga tidak ada kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran lebih
lanjut. Perusahaan menyarankan masyarakat yang tidak setuju untuk mengajukan
gugatan perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun masyarakat
memilih mundur karena mereka tidak memiliki dasar yang kuat.

Kata Kunci (keyword) : Penyelesaian, Sengketa, Tanah
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